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Dessy Arista (E31111265). Transparansi Informasi Situs Resmi 
Pemerintah Di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan 
Informasi Publik (Dibimbing oleh Muh. Nadjib, dan Sudirman Karnay) 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui eksistensi situs web 
resmi pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai media 
Keterbukaan Informasi Publik dan (2) untuk mengetahui pengimplementasian 
Keterbukaan Informasi Publik pada situs web resmi pemerintah Daerah di 
Provinsi Sulawesi Selatan  
Tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif evaluatif atau mengkaji 
efektivitas/keberhasilan suatu program. Pada penelitian ini, penulis mengkaji 
apakah konsep keterbukaan informasi publik telah diterapkan secara keseluruhan 
pada situs web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Di sini penulis akan 
melakukan observasi terhadap keseluruhan sampel, yaitu situs web pemerintah 
daerah di Sulawesi Selatan sesuai dengan indikator yang diambil dari ketetapan 
Departemen Komunikasi dan Informatika serta Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 9, 10, dan 11. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi situs web pemerintah 
tertinggi dimiliki oleh situs barrukab.go.id yaitu sebesar 94,7% dari 19 indikator 
dan terendah oleh gowakab.go.id yaitu sebesar 21,1%. Sedangkan, 
pengimplementasian Keterbukaan Informasi Publik pada situs web resmi 
Pemerintah Daerah tertinggi oleh luwuutarakab.go.id dengan pemenuhan 
indikator implementasi keterbukaan informasi publik sebesar 81,1% dari 33 
indikator dan gowakab.go.id dengan pemenuhan indikator terendah yaitu sebesar 
9,1 % atau 3 dari 33 indikator. 
Dari hasil wawancara diketahui bahwa tidak terpenuhinya keseluruhan 
indikator dalam penelitian ini, terjadi karena kurangnya pemahaman terkait 
dengan ketetapan Departemen Komunikasi dan Informatika serta Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik oleh pengelola situs web pemerintahan. 
Saran dari penelitian ini adalah memperbaiki beberapa hal berikut, yaitu; 
Menambahkan Informasi mendasar terkait eksistensi situs web pemerintah daerah 
serta mengusulkan pelatihan atau sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik bagi para pengelola situs web pemerintahan agar masyarakat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang sedang berusaha 
mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Good 
governance sendiri adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang 
diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan 
kepemerintahan yang baik secara umum. Untuk mencapai hal tersebut dalam tata 
pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya 
ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan.  
Sepuluh prinsip good governance yang telah disepakati oleh Asosiasi 
Pemerintahan Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh 
Indonesai (APEKSI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), 
yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, 
wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, dan 
profesionalisme. Dengan menegakkan semua prinsip ini, diharapkan membawa 
bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan baik. 
Asas-asas dalam penyelenggaraan negara juga menunjang menciptakan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance), disamping kesepuluh prinsip 
yang ada. Salah satu asas tersebut adalah asas keterbukaan informasi sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  
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Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik yang merupakan 
unsur penting dari good governance. Partisipasi publik sangat penting dalam 
mendorong kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu, keterbukaan 
informasi mengharuskan adanya transparansi informasi tentang penyelenggaraan 
negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan 
dengan pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan terciptanya pembangunan 
yang lebih baik. 
Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam good governance, 
bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam 
memperoleh informasi. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat 
terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, 
diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang 
dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-
undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga 
negara. Salah satu media penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah 
saat ini adalah situs web (website). 
Situs web membuat informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat 
dan pemerintah dapat dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang 
dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung 
dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada 
masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam 
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sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, 
bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.  
Keberadaan situs web resmi pemerintah daerah merupakan suatu faktor 
signifikan dalam mendorong pelayanan publik.  Dari beberapa fungsi situs web 
pemerintah, salah satunya adalah sebagai media komunikasi dan informasi antara 
pemerintah daerah dengan masyarakat dan stake-holder penerima layanan publik. 
Upaya untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) 
adalah dengan menyediakan situs web resmi untuk seluruh badan publik, salah 
satunya pemerintah daerah. Penyediaan situs web ini diharapkan dapat 
meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menyediakan situs web yang dapat 
memenuhi kebutuhan layanan publik. Hal ini mengingat penggunaan internet yang 
semakin besar di masyarakat, maka sayang rasanya apabila pemerintah tidak 
memanfaatkannya. 
Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di 
Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang. Lebih lanjut,  
BPS melakukan riset dengan judul Penggunaan dan Penyerapan Sarana Komunikasi 
dan Teknologi Informasi (P2SKTI) yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia, 
tepatnya di 78 kabupaten dan kota.  
Data yang ditemukan di lapangan, menjelaskan bahwa dari sisi pemanfaatan 
internet, ternyata e-mail (mengirim dan menerima) menduduki posisi teratas 
(95,75%), kedua internet dimanfaatkan untuk mencari berita/informasi (78,49%), 
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dan (65,07%) penggunaan internet untuk mencari informasi tentang lembaga 
pemerintahan. 
 






Data dari gambar di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia  
memanfaatkan internet untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk mencari 
informasi mengenai lembaga pemerintahan (65,07%). Dengan demikian sudah tidak 
ada lagi alasan untuk tidak memanfaatkan situs web sebagai sarana keterbukaan 
informasi publik di Indonesia. 
Pemanfaatan situs web sebagai media transparansi informasi di Indonesia 
bisa jadi merupakan langkah yang sangat bijak. Hal ini karena luas wilayah 
Indonesia yang menyulitkan penyebarankan informasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pemerintahan secara real time. Akan tetapi, pengawasan terhadap situs 
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web perlu dilakukan mengingat internet dapat diakses oleh siapapun sehingga 
konten dari situs web pemerintah perlu untuk di awasi secara ketat. Oleh karena itu, 
lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik sebagai cara untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era 
reformasi.  
Keberadaan situs web sebagai media transparansi informasi dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai 
pengawas pelaksanaan keterbukaan informasi, membuat pemerintah tidak memiliki 
alasan lagi untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk 
menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi  pada 
instansinya. Hal ini diwujudkan dengan pembuatan situs resmi pemerintah daerah di 
seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. 
Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan penggunaan situs web resmi 
pemerintah di setiap kabupatennya. 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi 
Selatan telah memiliki situs web pemerintah. Akan tetapi, tidak semua situs web 
tersebut dikelola dengan baik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan Balai 
Besar Pengkajian dan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Makassar pada 
bulan Desember 2013, menunjukkan bahwa tiga dari 24 situs web di Sulawesi 
Selatan tidak dapat diakses karena tidak aktif. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 
“Transparansi Situs Resmi Pemerintah Di Sulawesi Selatan Sebagai 
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana eksistensi situs web resmi pemerintah daerah di provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai media Keterbukaan Informasi Publik ? 
2. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik pada situs web 
resmi pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan? 
C. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui eksistensi situs web resmi pemerintah 
Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai media 
Keterbukaan Informasi Publik 
b) Untuk mengetahui pengimplementasian Keterbukaan 
Informasi Publik pada situs web resmi pemerintah Daerah di 
Provinsi Sulawesi Selatan  
2. Kegunaan Penelitian  
a) Penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan 
kesadaran mengenai keterbukaan informasi publik khususnya 
di lingkup pemerintah daerah di Sulawesi selatan 
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b) Menjadi bahan referensi bagi penelitian ilmu komunikasi 
khususnya menyangkut studi tentang keterbukaan informasi 
publik. 
D. Kerangka Konseptual  
Bolton dalam Retnowati (2012:55) mengatakan bahwa tujuan utama 
keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga 
publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan 
dokumen sesuai permintaan publik. Dengan demikian, konsep keterbukaan 
informasi pada tiap lingkup Negara mulai diterapkan. 
Keterbukaan Informasi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai langkah mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, maka segala proses pengelolaan sumberdaya publik mulai 
dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk 
Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga 
Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana 
prasarana), dan instrument kepegawaian (sumberdaya manusia) harus dilaksanakan 
secara transparan.  
Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin 
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
penyelenggaraan  pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 
pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai. 
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Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan 
kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang 
indikatornya menurut Asian Development Bank (dalam Krina , 2003: 19) adalah :  
1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate and 
timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat 
penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku 
swasta.  
2. Aturan dan prosedur yang simple, straight forward and easy to apply 
untuk mengurangi perbedaan dalam interprestasi. 
Sedangkan menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi 
adalah sebagai berikut : 
1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya 
2.  Kemudahan akses informasi 
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang 
dilanggar 
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media 
massa dan lembaga non pemerintah. 
5. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu 
Indikator transparansi lainnya dikemukakan oleh Mardiasmo dalam Wadu 
(2012:9) adalah: 
1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan 
keuangan, dan aset daerah 
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2. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan 
keuangan, dan asset daerah yang dapat diakses 
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 
4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat 
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 
Secara garis besar indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi: 
1. Accessibility or ease of use adalah kemudahan dalam mengakses dan 
mengumpulkan informasi dari sebuah situs web.  
2. Feed Back Mechanism. Sebuah situs web harus menyediakan 
kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan respon (feed 
back). 
3. Update Information.  Informasi-informasi yang ditampilkan pada 
suatu situs web harus selalu update dengan kondisi yang sedang 
terjadi. 
4. Simplicity yang dibahas adalah mengenai tata bahasa yang digunakan 
untuk menampilkan informasi pada situs web. 
5. Readibility. Kemudahan informasi-informasi yang ditampilkan pada 
situs web untuk dibaca dan dipahami. 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah peraturan 
yang dibuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak publik di bidang keterbukaan 
informasi. Di dalam Undang-Undang ini memuat pokok-pokok materi  yang terdiri 
atas pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, 
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hak dan kewajiban badan publik,  hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi 
sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan 
keterbukaan informasi, mekanisme memperoleh informasi dan sanksi hukum atas 
pelanggaran bagi badan publik. 
Pemohon atau pengguna informasi. Badan-badan publik yang dimaksudkan 
dalam undang-undang Keterbukkan Informasi Publik mencakup lembaga legislatif, 
eksekutif, yudikatif, organisasi masyarakat maupun organisasi politik yang dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya memanfaatkan dana dari APBD/APBD baik 
sebagian maupun seluruhnya atau dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat 
atau dari luar negeri. 
Bagian ke-empat pada UU KIP, pasal 9 hingga pasal 11 terdapat ketentuan 
mengenai informasi apa yang harus disampaikan oleh setiap badan publik di 
Indonesia. 
1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 9): 
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;  
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10) 
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11) 
Situs Web Pemerintah sebagai Media Transparansi 
Enam prinsip transparansi yang  dikemukakan  oleh  Humanitarian Forum 
Indonesia (Krina, 2003:19)  yaitu: 
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1. Adanya  informasi  yang  mudah  dipahami  dan  diakses  (dana,  cara 
pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)  
2. Adanya  publikasi  dan  media  mengenai  proses  kegiatan  dan  detail 
keuangan.  
3.  Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam 
perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. 
4. Laporan tahunan 
5. Situs web atau media publikasi organisasi 
6. Pedoman dalam penyebaran informasi 
Pada poin ke-lima disebutkan bahwa pemakaian situs web merupakan salah 
satu wujud dari prinsip transparansi. Situs web pemerintah memberikan peluang 
besar bagi terciptanya inovasi dalam sektor pelayanan publik. Inovasi tersebut perlu 
didifusikan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan 
efisien. Inovasi itu sendiri adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh 
individu atau unit lain adopsi (Roger dalam Agarwal dalam Kominfo 26: 2012). 
Lebih lanjut, dalam jurnal tersebut dijelaskan difusi inovasi adalah “proses di mana 
suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di 
antara para anggota suatu sistem”.  
Situs web pemerintah memungkinkan terjadinya interaksi antara pemerintah 
dengan masyarakat tanpa melalui tatap muka. Dengan demikian, hambatan-
hambatan seperti keterlambatan pemberian informasi, pemungutan biaya dan hal 
teknis lainnya dapat diminimalisir, atau bahkan ditiadakan. Hal ini merupakan salah 
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satu inovasi dalam pelayanan publik yang terwujud berkat adanya penerapan 
konsep e-Government di Indonesia.  
Konsep e-Government mensyaratkan penggunaan teknologi informasi oleh 
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, sebagai 
rangkaian dari good governance. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) pada tahun 2003 menerbitkan Panduan 
Penyelenggaraan Situs Pemerintah Daerah. Menurut panduan tersebut, isi minimal 
pada setiap situs web pemerintah daerah seperti selayang pandang, pemerintahan 
daerah, geografi, peta wilayah dan sumberdaya, peraturan/kebijakan daerah, dan 
buku tamu, pada situs web pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 
Data dari Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi 
(Pusdatinkomtel) Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa hingga bulan 
April 2010 tercatat ada sekitar 395 situs web yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
di seluruh Indonesia. Dengan jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia sekitar 
438, artinya lebih 80% daerah otonom telah memiliki situs, dan bisa dikatakan 
hampir seluruh Provinsi telah memilikinya. Demikian pula Sulawesi Selatan, 
seluruh pemerintah kabupaten/ kota di wilayah ini telah memiliki situs resmi.  
Penulis dalam penelitian ini, akan meneliti situs web pemerintah daerah 
khususnya di Sulawesi Selatan. Penelitian menitikberatkan sejauh mana 
pengimplementasan keterbukaan informasi publik dalam pengoperasian situs web 




Sehingga sesuai uraian tersebut, maka kerangka konseptual penelitian ini 











E. Definisi Operasional 
1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 
membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di Sulawesi 
selatan.  
2. Transparansi adalah ketersediaan informasi pada masyarakat dan 
kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan 
pemerintah yang memiliki indikator sebagai berikut: 
 
a. Accessibility or ease of use. Indikator pada variabel ini adalah 
kemudahan pencarian informasi, waktu yang dibutuhkan dalam 
Situs Web pemerintah 
daerah di Sulawesi 
selatan 
Keterbukaan Informasi Publik 




pencarian informasi, dan kemudahan penggunaan untuk 
pengguna pemula. 
b. Feed Back Mechanism. Indikator pada variabel ini adalah adanya 
kesempatan bagi pengguna untuk memberikan respon dan tempat 
memberikan respon yang mudah ditemukan. 
c. Update Information. Indikator pada variabel ini adalah up date 
dan relevansi informasi yang ditampilkan pada website. 
4. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam hal 
ini adalah pelaksanaan dari konsep Keterbukaan Informasi Publik 
yang dimuat dalam undang-undang keterbukaan informasi publik 
yaitu informasi mengenai:  
a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 
9): 
I. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  
II. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik 
terkait;  
III. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10) 
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11) 
3. Eksistensi dalam hal ini adalah hal medasar yang perlu ada di dalam 
situs web pemerintah yang meliputi: 
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a. Selayang Pandang. Menjelaskan  secara  singkat  tentang  
keberadaaan  Pemerintah daerah  bersangkutan  (sejarah,  moto, 
lambing dan arti lambing, lokasi dalam bentuk peta, visi dan 
misi)  
b. Pemerintahan Daerah Menjelaskan  struktur  organisasi  yang  
ada di Pemerintah daerah bersangkutan (eksekutif,  legislative) 
beserta nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah. Jika 
memungkinkan biodata dari pimpinan daerah ditampilkan agar 
masyarakat luas mengetahuinya  
c. Geografi. Menjelaskan antara lain keadaan topografi, 
demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya  dari  
daerah  bersangkutan.  Semua  data  dalam  bentuk  numeric  
atau  statistic  harus mencantumkan nama instansi dari sumber 
datanya  
d. Peta Wilayah dan Sumberdaya Menyajikan batas administrasi 
wilayah dalam bentuk peta wilayah dan juga sumberdaya  yang 
dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta 
sumberdaya yang dapat digunakan untuk keperluan pengguna. 
e. Peraturan/Kebijakan Daerah. Menjelaskan  peraturan  daerah  
(perda)  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah 
bersangkutan.  Melalui  situs  web  pemerintah  daerah  ini  
semua  perda  yang  dikeluarkan disosialisasikan kepada 
masyarakat luas.  
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f. Buku Tamu. Tempat untuk menerima masukan dari pengguna 
situs web pemda bersangkutan. 
4. Analisis  isi  adalah  suatu  teknik  penelitian  untuk  membuat  
inferensi-inferensi  yang  dilakukan  secara  objektif,  dapat  ditiru  
(replicable)  dan sahih data dengan identifikasi sistematis dari 
karakteristik pesan. 
F. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif evaluatif. Riset evaluatif 
adalah riset yang mengkaji efektivitas atau keberhasilan suatu program 
(Kriyantono: 69), dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah konsep keterbukaan 
informasi diterapkan secara keseluruhan pada situs web pemerintah daerah di 
Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah 
seluruh data yaitu seluruh situs web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dengan 
indikator yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Depkominfo dan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik.. 
2. Objek Penelitian 
Objek yang akan diteliti adalah situs web resmi pemerintah daerah di 
Sulawesi Selatan sebanyak 24 situs resmi.  
3. Waktu Penelitian  
Waktu penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 
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 Pra Penelitian (Desember 2014-Januari 2015): Pengumpulan data 
awal dan pengamatan terhadap situs web resmi pemerintah daerah di 
Sulawesi selatan 
 Penelitian  
Penelitian dilanjutkan mulai bulan Februari 2015 hingga Mei 2015. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan kebutuhan analisa dan 
pengkajian. Pengumpulan data yang dilakukan adalah : 
a. Observasi lapangan, dengan mengamati dan mempelajari seluruh situs 
web resmi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. 
b. Penelitian Pustaka yang terbagi dalam: 
1) Buku. dengan mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan 
dengan permasalahan, untuk mendukung asumsi sebagai landasan 
teori permasalahan yang dibahas  
2) Undang-undang dan data lainnya. Pengumpulan data berupa teks dan 
pengumpulan data lain yang berhubungan untuk mendukung 
penelitian ini. Adapun data lain berupa capture gambar dari situs 
web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. 
3) Lembar Coding. Lembar  coding  adalah  alat  yang  dipakai  untuk 
menghitung  atau  mengukur  aspek  tertentu  dari  isi  media.  
Tujuannya  untuk memberikan  kode-kode  tertentu  kepada  
masing-masing  kategori  atau  nilai dari  setiap  variabel  yang  
dikumpulkan  datanya,  selanjutnya  data  tersebut diisi  oleh  
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pengkoder  yang  telah  ditentukan  yang  bertujuan  untuk  mencari 
tingkat kesepakatan antara pelaku coding atauu coder.  
Untuk memudahkan peneliti dan coder dalam melakukan penelitian analisis 
isi  ini,  langkah  awal  yang  dilakukan  adalah  menentukan  unit  analisis. 
Menentukan  analisis  isi  sangat  penting  karena  unit  analisis  nantinya  akan 
menentukan  aspek  dari  teks  yang  dilihat  dan  pada  akhirnya  hasil  atau  temuan 
yang diperoleh. Penentuan unit analisis yang tepat dapat menghasilkan data yang 
valid dan menjawab tujuan penelitian (Eriyanto, 2011:58).   
 Unit Sampel ( Sampling Units )  
Unit sampel adalah unit yang dipilih (diseleksi) oleh peneliti untuk 
didalami. Unit sampel yang dipilih dalam penelitian ini berfokus pada isi 
(konten) situs web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan 
 Unit Pencatatan  
Unit  pencatatan  adalah  unit  analisis  yang  berkaitan  dengan  
bagian  dari  isi yang akan dicatat, dihitung, dan dianalisis. Unit pencatatan 
terbagi atas lima macam unit, yaitu unit fisik, sintaksis, referensial, 
proporsional, dan tematik. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  unit  
proposisional  karena  unit  tersebut dianggap  peneliti  paling  cocok  dan  
sesuai  untuk  diaplikasikan  pada  objek  yang ingin diteliti, yaitu isi 
(konten) situs web. Unit proposisional adalah unit analisis yang  
menggunakan pernyataan. Dalam penelitian ini, pernyataan yang digunakan 
adalah pernyataan yang diambil dari kriteria Departemen Komunikasi dan 
Informatika serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 
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c. Wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. 
Wawancara ini dimaksudkan untuk memperkaya informasi pada 
penelitian ini. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis 
seluruh situs web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menggunakan indikator 
eksistensi dan pasal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Analisis 
ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran dan menghitung aspek-aspek dan 
kategori  yang telah ditetapkan pada seluruh objek penelitian, yaitu 24 situs web 
pemerintah daerah yang ada di Sulawesi selatan 
Dalam  analisis  isi,  alat  ukur  yang  dipakai  adalah  lembar  coding  
(coding sheet). Kita harus memastikan bahwa lembar coding  yang akan kita pakai 
adalah alat  ukur  yang  terpercaya  (reliabel).  (Eriyanto,  2011:281).  Dalam  
pengisian lembar coding, penulis akan dibantu oleh orang lain (coder)  yang 
ditunjuk untuk menjadi  pembanding  atau  hakim  guna  mengukur  ketepatan  
penilaian  peneliti terhadap kategori pada unit analisis yang telah ditentukan dalam 
penelitian ini. 
Untuk  menguji  reliabilitas,  penulis  menggunakan  Formula  Holsti. 
Eriyanto dalam bukunya Analisis  Isi  (2011:289-290)  mengatakan  bahwa  uji  
reliabilitas ditunjukkan  dalam  persentase  persetujuan-  berapa  besar  persentase  
persamaan antar-coder ketika menilai suatu isi. 
Rumus untuk menghitung reliabilitas dari Holsti adalah sebagai berikut:   
Reliabilitas Antar - Coder  =      2M       .     
                     N1+N2  
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Keterangan :   
M  : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh  masing-masing coder)  
   N1  : Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1  
  N2  : Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2  
Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak 
ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berati persetujuan sempurna 
diantara para coder (Eriyanto, 2011:290). Semakin  tinggi angka, makin tinggi  pula 
angka  reliabilitas. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang 
ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan 
angka reliabilitas  di  atas  0,7  atau  70%, berarti  alat  ukur  ini  benar-benar  
reliabel. Tetapi  jika  dibawah  0,70  atau  70% berarti alat ukur (coding sheet) 
bukan alat yang reliabel.   
Hasil pengkodingan kemudian diukur menggunakan skala likert. Kriyantono 
(2010:139) menjelaskan bahwa skala Likert memuat indikator- indikator dari 
variable sikap terhadap suatu objek yang merupakan titik tolak dalam membuat 







GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Sulawesi Selatan 
   Propinsi Sulawesi  Selatan mempunyai luas  wilayah 46.717,48 km persegi, 
Jumlah Penduduk 2009  yaitu 8,3 Juta Jiwa dan terdiri dari 24 Kabupaten/Kota yaitu 
21 kabupaten dan 3 kotamadya. Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan 
Provinsi Sulawesi Barat di sebelah  Utara  dan  Teluk Bone  serta  Provinsi Sulawesi  
Tenggara  di  sebelah Timur  serta sebelah Barat dan Timur masing-masing dengan 
Selat Makassar dan Laut Flores. 
Sulawesi Selatan terletak antara 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' -
122°36' Bujur Timur. Terdapat  gunung  Bawakaraeng  di selatan,serta  gunung  
Lompobattang  dan  Rante  Mario  di  Utara,  pada  bagian  tengahmembentang  bukit  
karst  sepanjang  Maros  dan  Pangkep,  dengan  klimatologi  yang terbedakan antar 
musim pada pantai Barat dan Timur. 
Dari segi pelayanan publik, Persentase kabupaten/kota yang memiliki Perda 
Pelayanan Satu Atap di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. Pada tahun 2006 sebesar 17,39%, tahun 2007 sebesar 21,74%, tahun 2008 
meningkat menjadi 52,17%. Peningkatan tersebut banyak dipengaruhi oleh terbitnya 




Tabel 3.1  
Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota, Ibu Kota 





B. Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan 
1. Kepulauan Selayar 
 
 
Gambar 3.2.1 halaman awal situs web kepulauan selayar 
(http://kepulauanselayarkab.go.id/) 
 
Kabupaten selayar merupakan salah satu kabupaten dipropinsi Sulawesi 
Selatan yang beribukota di kota Benteng. Jarak tempuh dari ibukota propinsi 
Sulawesi Selatan Makassar ke kota benteng kurang-lebih 250 Km, melewati Selat 
Bira. Pulau selayar disebut juga “bumi tana doang” (bumi tempat memohon kepada 
Yang Maha Kuasa) adalah satu-satunya kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan yang 
letak geografinya terpisah laut dengan pulau Sulawesi, dan sebagian besar 








Gambar 3.2.2 halaman awal situs web Bulukumba  
(www.bulukumbakab.go.id) 
 
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km²  dan berpenduduk sebanyak 
394.757  jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba 
mempunyai sepuluh kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa.  
Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 
empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng–
 Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak 
di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi SulawesiSelatan, terkenal dengan industri 
perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambahekonomi bagi masyarakat dan 
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Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba1.154,67 Km2 dengan jarak 




Gambar 3.2.3 halaman awal situs web Bantaeng 
(http://www.bantaengkab.go.id/) 
 
Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, 
Indonesia. Terletak dibagian selatan provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini 
memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan Lahan 
Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Secara 
administrasi Kabupaten. Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa. Secara geografis 









5'26" bujur timur. Berjarak 125 Km kearah selatan dari Ibukota 
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Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencapai 395,83 Km2 dengan jumlah 
penduduk 170.057 jiwa (2006) dengan rincian Laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan 




Gambar 3.2.4 halaman awal situs web Jeneponto 
(http://www.jenepontokab.go.id/ ) 
 
Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Bontosunggu. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km2 dan berpenduduk sebanyak 
330.735 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi 
dengan ketinggian 500 s/d 1400 m, bagian tengah 100 s/d 500 m dan pada bagian 
selatan 0 s/d 150 m di atas permukaan laut. dan memiliki pelabuhan yang besar 






Gambar 3.2.5 halaman awal situs web Takalar 
(http://www.takalarkab.go.id/ ) 
 
Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, 
Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kab. Takalar terdiri dari delapan 
kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, 
Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Mappakasunggu dan 
Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan 
berpenduduk sebanyak ± 250.000 jiwa. 
Keadaan Geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan 
perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan 
kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m, dengan 
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batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa 




Gambar 3.2.6 halaman awal situs web Gowa 
(http://www.gowakab.go.id/) 
 
Kabupaten Gowa berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 
berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan 
Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota 
Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 3,01% 
dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 
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Gambar 3.2.7 halaman awal situs web Sinjai 
(http://www.sinjaikab.go.id) 
 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sinjai. Kota Sinjai berjarak 
sekitar ±220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 
819,96 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 225.000 jiwa. 
Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah di kecamatan Sinjai Utara, 
Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai 
Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Kabupaten ini terletak di 
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Gambar 3.2.8 halaman awal situs web Bone 
(http://www.bone.go.id/) 
 
Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten ini 
memiliki luas wilayah 4.559 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 717,268 
jiwa (2010). kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. 
Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar. 
Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban 
udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26 °C – 34 °C. Selain 
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kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, 
yaitu: Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti 




Gambar 3.2.9 halaman awal situs web Maros 
(http://maroskab.go.id/) 
 
Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Maros. Butta Salewangang 
sebagai julukan Kab. Maros, merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan 
yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar di bagian Selatan dan Barat serta 
Kab. Pangkep di bagian Utara. Luas wilayah Kab. Maros tercatat 4.559 km persegi 
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dengan jarak ke Ibukota Provinsi sejauh 30 km. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 




Gambar 3.2.10 halaman awal situs web Pangkep 
(http://www.pangkepkab.go.id/) 
 
Kabupaten Pangkep adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas 
wilayah 12.362,73 Km² dengan luas wilayah daratan 898,29 Km² dan wilayah laut 
11.464,44 Km². Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten pangkajene, dan kepulauan 
berada pada 11.00’ Bujur Timur, dan 040. 40’ – 080. 00’ Lintang Selatan. Secara 
Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan12.362,73 Km2, 
untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km2, dengan daratan seluas 898,29 Km2, dan 
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panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang 




Gambar 3.2.11 halaman awal situs web Barru 
( http://www.barrukab.go.id/ ) 
 
Kabupaten Barru adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 km² dan 
berpenduduk sebanyak 159.235 jiwa (2006).  Sebelah utara Barru berbatasan dengan 
Kotamadya Pare-Pare, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Soppeng dan Kab. 
Bone. Sehingga jika diperhatikan secara geografis letaknya sangat strategis dalam 
peningkatan perekonomian. Masyarakat Barru bersuku Bugis dan merupakan tempat 







Gambar 3.2.12 halaman awal situs web Soppeng 
(http://soppengkab.go.id/) 
 
Kabupaten Soppeng adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini 
memiliki luas wilayah 1.359,44 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 
250.000 jiwa. Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae, yang terdiri dari 
daratan dan perbukitan, dengan luas daratan ± 700 km2 serta berada pada ketinggian 
rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Luas daerah perbukitan Soppeng 
kurang lebih 800 km2 dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan 
laut. Ibukota Kabupaten Soppeng adalah kota Watansoppeng yang berada pada 







Gambar 3.2.13 halaman awal situs web Wajo 
(http://www.wajokab.go.id) 
 
Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas 
wilayah 2.056,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 400.000 jiwa. Terbagi 
atas 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 128 desa. Bagian Utara  berbatasan dengan 
Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap, bagian Selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, bagian Barat berbatasan 










Gambar 3.2.14 halaman awal situs web Sidrap 
(http://www.sidrapkab.go.id/) 
 
Kabupaten Sidenreng Rappang (disingkat dengan nama Sidrap) adalah salah 
satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini 
terletak di Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan Kota 
Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten 
Wajo dan Kabupaten Soppeng.  
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km2 dan berpenduduk 
sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. abupaten Sidenreng Rappang terletak pada 
ketinggian antara 10 m – 1500 m dari permukaan laut. Keadaan Topografi wilayah di 
daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), 
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berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km2 (37.85%). 
Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di 




Gambar 3.2.15 halaman awal situs web Pinrang 
(http://pinrangkab.go.id ) 
 
Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan 
dengan Kabupaten Polawali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 
km2 yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang 
terdiri dai 86 lingkungan dan 189 dusun. Secara administratif, Kabupaten Pinrang 
terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini 
adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan 
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Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas 
Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. 




Gambar 3.2.16 halaman awal situs web Enrekang 
(http://www.enrekangkab.go.id/ ) 
 
Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah 
utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh Kecamatan, 12 Kelurahan 
dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km².  Batas wilayah kabupaten 
ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur 
dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap dan 
sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.  
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Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi 
berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m 
dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan 
Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 




Gambar 3.2.17 halaman awal situs web Luwu 
(http://www.luwukab.go.id/ ) 
 
Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam 
kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten 
Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten 
Luwu Timur dan Kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², 
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sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota 
Makassar lebih dari 367 km. 
Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota 
Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten 
Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan 








Ibu kota kabupaten ini adalah Makale. Sebelum pemekaran, kabupaten ini 
memiliki luas wilayah 3.203 km² dan berpenduduk sebanyak 221 .081 jiwa (2010). 
Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale secara geografis terletak di bagian 
Utara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° 
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Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km2 persegi. Dengan batas-batas, 
yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat, 
sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, sebelah Timur 
adalah Kabupaten Luwu, sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat. Secara 
administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 112 lembang dan 47 
kelurahan. 
19. Luwu Utara 
 
 
Gambar 3.2.19 halaman awal situs web Luwu Utara 
(http://www.luwuutarakab.go.id/ ) 
 
Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Luwu Utara terletak pada 
koordinat 2°30'45"–2°37'30"LS dan 119°41'15"–121°43'11" BT. Secara geografis 
kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, 
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Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan 
provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU 
No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten 
Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km2 dengan jumlah 
penduduk 442.472 jiwa.  
20. Luwu Timur 
 
 
Gambar 3.2.20 halaman awal situs web Luwu Timur 
(http://luwutimurkab.go.id/) 
 
Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan 
dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu 
kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2. Kabupaten ini terdiri atas 11 
Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, 
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Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Di kabupaten ini 
terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan 
Kanada yang kini berubah nama menjadi PT Vale . Pada tahun 2008, Pendapatan Asli 




Gambar 3.2.21 halaman awal situs web Makassar 
(http://www.makassarkota.go.id/ ) 
 
Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar 
merupakan kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dan wilayah metropolitan 
terbesar kedua di luar Pulau Jawa, setelah Kota Medan. Kota ini juga pernah menjadi 
ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir 
barat daya pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah 
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barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di 




Gambar 3.2.22 halaman awal situs web Pare-Pare 
(http://www.pareparekota.go.id/ ) 
 
Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di 
bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya 
berbukit-bukit. Dengan luas 99.33 km2, Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu 
kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km2 atau 80% total luas wilayah Kota 
Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km2 terdiri atas 5 
kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km2 dengan 7 kelurahan. 
68 
 
23. Palopo  
 
 
Gambar 3.2.23 halaman awal situs web Palopo 
(http://www.palopokota.go.id/) 
 
Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan 
merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada 
tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Pada 
awal berdirinya sebagai Kota Otonom, Palopo terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 
Kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Perda Kota Palopo 
Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan 
menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 





24. Toraja Utara 
 
 
Gambar 3.2.24 halaman awal situs web Toraja Utara 
(http://torajautarakab.go.id/) 
 
Ibukota kabupaten Toraja Utara adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran 
dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu 
Kabupaten dari 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk sesuai 
dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang letaknya berada di sebelah 
utara Kabupaten dan terletak antara 2o35’’ LS – 3o15’’ LS dan 119o – 120’’ Bujur 
Timur dengan Luas wilayah 1.151,47 km2 terdiri dari Hutan Lindung 47.900 Ha, 
Hutan Rakyat 5.260 Ha, 12.790,93 Ha, Kebun 14,620 Ha. Permukiman  9.865 Ha dan 








Pada penelitian ini, setelah pembahasan sebelumnya terkait eksistensi dan 
implementasi keterbukaan informasi publik, penulis dapat menarik kesimpulan sesuai 
hasil penelitian, yaitu 
1. Eksistensi situs web pemerintah daerah 
a)   Dari penelitian didapati bahwa tidak ada situs pemerintah 
daerah di Sulawesi Selatan yang memenuhi seluruh indikator, sesuai 
dengan indikator yang ditetapkan pada penelitian ini. Hasil 
penghitungan coding sheet menunjukkan bahwa pemenuhan indikator 
tertinggi adalah sebesar 94,7%, yaitu oleh situs barrukab.go.id. 
Adapun gowakab.go.id menempati urutan terendah pada pemenuhan 
indikator eksistensi situs web pemerintah daerah yaitu sebesar 21,1%. 
Meskipun tidak ada situs web yang memenuhi keseluruhan 
indikator yang telah ditetapkan, akan tetapi terdapat kemajuan pada 
pemenuhan kriteria yang ditetapkan Depkominfo, dibandingkan 
dengan penelitian sebelumnya pada tahun 2010. 
2. Implementasi keterbukaan informasi publik 
Seperti halnya indikator eksistensi, tidak ditemukannya situs 
web pemerintah daerah yang memenuhi seluruh indikator pada poin 
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implementasi. Indikator tertinggi yang dicapai adalah sebesar 27 dari 
33 indikator, yaitu oleh situs luwuutarakab.goid dan terendah adalah 
gowakab.go.id dengan 3 indikator atau 9,1%. Hal ini terjadi, 
dikarenakan kurangnya pemahaman tentang penerapan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik di instansi yang bertugas untuk 
mengedarkan informasi pada situs web pemerintah daerah. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran, yang 
diharapkan dapat bermanfaat, antara lain: 
1.   Informasi mendasar terkait eksistensi situs web pemerintah daerah 
sebaiknya perlu ditambahkan. Hal tersebut dilakukan, mengingat pada 
hasil penelitian ini, tidak ada satupun situs web pemerintah yang 
memenuhi indikator eksistensi tersebut. 
2.    Situs web pemerintah sebagai media penyampai informasi publik, ada 
baiknya jika dikelola oleh orang yang paham tentang aturan dalam 
penyampaian informasi tersebut. Sehingga, pelatihan atau sosialisasi 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi dirasa perlu untuk dilakukan 
dengan serius. Dengan demikian informasi yang wajib disampaikan terkait 
dengan indikator implementasi Keterbukaan Informasi Publik dapat 
diakses oleh masyarakat. 
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3.   Ada baiknya jika situs web pemerintah yang memiliki tingkat 
eksistensi dan implementasi keterbukaan informasi publiknya tinggi, 
dijadikan sebagai situs web percontohan. Dengan demikian, situs web 
pemerintah daerah yang lain, punya acuan tentang bagaimana seharusnya 
situs web pemerintah daerah yang transparan dan baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Agus Supianto, Yanyan. 2013.  Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik Terhadap Manajemen Pelayanan Informasi Untuk 
Mewujudkan Efektivitas Jaringan Komunikasi Dan Akses Informasi 
Masyarakat Di Kabupaten Garut. Jurnal ilmu sains dan teknologi. vol. 01/ 
jan: 6 
Ardianto, Elvinaro. Komala, Lukiati. Karlinah, Siti. 2009. Komunikasi Massa Suatu 
Pengantar. Bandung: Simbiosa 
Arief M.Rudyanto.  2011. Pemograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan 
MySQL. Yogyakarta: Andi 
Creeber, Glen. Martin, Royston.2009. Digital Cultures: Understanding New Media. 
New York: Continuum Books 
Dahlgren, Peter. 2005. The internet,public spheres and public political 
communication: dispersion and deliberation. London: Taylor & francis 
Group, inc 
Dimyati, Idi. 2011. Transparansi Informasi Publik dan Percepatan Pembangunan di 
Daerah. Skripsi. Banten: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
Dwi Prabowo, Rizki.  2013. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan 
Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ). 
Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Diponegoro. 
Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi 
Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 
Effendy, Onong Uchyana. 2003. Ilmu, Teori Filasafat Komunikasi. Bandung: Citra 
Aditya Bakti. 
---------.2006. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya 
Erdianto  Kristian  dkk. 2012. Implementasi Hak Atas Informasi Publik  : Sebuah 
Kajian  3 Badan Publik di Indonesia. Centre for Law and Democracy. 
Yayasan 28. 
Eriyanto. 2011. Analisis Isi:Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. 
Faramuli Aswari, A. 2013. Pengaruh Media Online dan Keterbukaan Informasi 
Publik Melalui Website dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Provinsi 
Dki Jakarta. Skripsi. Jakarta: Binus University.  
Febriananingsih, Nunuk. 2012. Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan 
terbuka menuju tata pemerintahan yang baik.  Jurnal rechtsvinding media 
pembinaan hokum nasional. Vol 1 /Januari-April :147-148 
Flew, Terry. 2008. New Media: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. 
Hamidi, Jazim. 2011. Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah  
(Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi 
Publik. Jurnal Hukum. Vol 3/Jul:336-363 
Harry Susanto, Eko.  2013. Media Relations dan Transparansi Informasi (Tinjauan 
Terhadap Kesiapan Badan Publik dalam Pemberlakuan Undang-Undang  
Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu  Komunikasi 
Universitas Tarumanagara Jakarta. 
Karman. 2013. Riset Penggunaan Media Dan Perkembangannya Kini. Jakarta: 
Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi & 
Informatika 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2003. Panduan 
Penyelenggaraan Situs Pemerintah Daerah. Jakarta: KOMINFO 
---------. 2011. Birokrasi dalam Era Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Dialog 
Kebijakan Publik. Vol 3/Sep: 1-80  
---------. 2012. Dinamika Pembangunan: Pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi serta implikasinya di masyarakat Mamminasata. Makassar: 
Balai Besar Pengkajian dan Pembangunan Komunikasi dan Informatika 
Makassar. Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, 
Transparansi &  Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Kriyantono, Rachmat. 2010. Teknik Riset Komunikasi: Disertai contoh praktis riset 
media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi 
pemasaran. Jakarta: Penerbit Prenada. 
Lee, Monle  & Johnson, Carla,. 2007. Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam 
Perspektif Global. Jakarta:Kencana 
McQuail,  Denis.  2000.  Mass  Communication  Theory.  California: SAGE  
publication  ltd.  
--------. 2011. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Salemba Humanika. 
Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 
Mustopa, didjaja.2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, 
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: 
Duta Pertiwi. 
Nur, Emilsyah. 2012. Kebijakan Pemerintah Kota Palopo Dalam  Mengembangkan 
Wireless Local Area Network (WLAN)  di Kota Palopo. Jurnal Penelitian 
Komunikasi, Informatika dan Media Massa. Vol 15/Apr: 32  
Pala, Rukman. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Keterbukan Informasi Publik Di Kota Parepare. Jurnal Penelitian 
Komunikasi, Informatika dan Media Massa. Vol 15/Apr: 9-21 
Retnowati, Endang.2012.  Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance 
(antara dasolen dan dassein). Perspektif. Vol XVII/Jan:54-61 
Rustam, Muhammad. 2012. Kesiapan Masyarakat Menuju Era Masyarakat Informas 
Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa. Vol 15/Apr: 
47  
Sakapurnama,Eko. Lina Miftahul J,dkk. 2011.Telaah Implementasi UU KIP Sebagai  
WujudPenerapan  Prinsip Good  Governance:Studi  Kabupaten  Lombok  
Barat  &  Kota Surakarta.Laporan Penelitian.Universitas Indonesia. 
Satriya, Eddy. 2006. Pentingnya  Revitalisasi  E-Government  di  Indonesia. Jakarta: 
Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Suyanto, Bagong. & Sutinah. 2011. Metode Penelitian Sosial berbagai alternatif 
pendekatan. Jakarta: Kencana. 
Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; Sekretaria Jenderal MPR RI, 2011. 
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
Wadu, Sendly M. 2012. Penerepan good governance dari segi transparansi pada 
bidang penyelenggaraan pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah 
studi kasus di kabupaten timor tengah selatan. Skripsi. Salatiga: universitas 
Kristen satya wacana 







good-governance/  diakses pada 18 Maret 2015 12:10 WITA 
http://www.academia.edu/5603782/Keterbukaan_Informasi_Publik_Sebagai_
Wujud_Good_Governance diakses pada 23 Maret 2015 09:25 WITA 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_media diakses pada 13 April 21:16 WITA 
 
